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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PENJATUHAN
SANKSI ADMINISTRATIF PENYELENGGARAAN PENYIARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik,
Pasal 64 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga
Penyiaran Swasta, Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Pasal 62
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Berlangganan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pengajuan
Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif
Penyelenggaraan Penyiaran,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4252);
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4485);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4566);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4566);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4566);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara,;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara,
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara,
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
| Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi
dan Informatika;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
TERHADAP PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF
PENYELENGGARAAN PENYIARAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

(1)

(2)

Lembaga Penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga
Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga
Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemohon adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran,
yang mengajukan keberatan terhadap penjatuhan sanksi administratif
penyelenggaraan penyiaran.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh
negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan
penyiaran.

Keberatan adalah pernyataan ketidaksetujuan atau kekurangpuasan
Lembaga Penyiaran terhadap penjatuhan sanksi administratif
penyelenggaraan penyiaran.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang komunikasi dan informatika.

BAB Il
JENIS-JENIS SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Lembaga Penyiaran Publik
Pasal 2

Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan siaran iklan
dan/atau memungut biaya selama masa uji coba siaran akan
diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

Lembaga Penyiaran Publik yang tidak memenuhi teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai pencabutan Izin
Penyelenggaraan Penyiaran.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kedua
Lembaga Penyiaran Swasta
Pasal 3

Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan siaran iklan
dan/atau memungut biaya selama masa uji coba siaran akan
diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak memenuhi teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai pencabutan Izin
Penyelenggaraan Penyiaran.

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak mengajukan perpanjangan izin
prinsip penyelenggaraan penyiaran paling lambat 2 (dua) bulan
sebelum berakhirnya izin prinsip penyelenggaraan penyiaran akan
diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak memenuhi teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan perpanjangan
izin prinsip penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 5

Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak mengajukan perpanjangan Izin
Penyelenggaraan Penyiaran paling lambat 1 (satu) tahun sebelum
berakhirnya lzin Penyelenggaraan Penyiaran akan diberikan teguran
tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak memenuhi teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan perpanjangan
Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Pasal 6

Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran
melebihi 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu)
cakupan wilayah siaran akan diberikan teguran tertulis paling banyak
2 (dua) kali.

Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak memenuhi teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pembekuan kegiatan
siaran paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak menyebarluaskan informasi
mengenai peringatan dini yang berasal dari sumber resmi Pemerintah
tentang kemungkinan terjadinya bencana yang dapat mengancam
keselamatan jiwa dan mengakibatkan kerusakan harta benda milik warga,
akan diberikan teguran tertulis.
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Pasal 8

Dalam hal terjadi bencana nasional, Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak
menyebarluaskan informasi dari sumber resmi Pemerintah berkaitan
dengan penanganan bencana pada fase tanggap darurat, akan diberikan
teguran tertulis.

Bagian Ketiga
Lembaga Penyiaran Komunitas
Pasal 9

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas yang tidak mengajukan perpanjangan
izin prinsip penyelenggaraan penyiaran paling lambat 2 (dua) bulan
sebelum berakhirnya izin prinsip penyelenggaraan penyiaran akan
diberikan teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

(2) Lembaga Penyiaran Komunitas yang tidak memenuhi teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan perpanjangan
izin prinsip penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 10

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas yang tidak mengajukan perpanjangan
Izin Penyelenggaraan Penyiaran paling lambat 1 (satu) tahun sebelum
berakhirnya 1zin Penyelenggaraan Penyiaran akan diberikan teguran
tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

(2) Lembaga Penyiaran Komunitas yang tidak memenuhi teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan perpanjangan
Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Pasal 11

Lembaga Penyiaran Komunitas yang tidak menyimpan bahan atau materi
siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan
akan diberikan teguran tertulis.

Pasal 12

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas yang menerima bantuan dana awal
pendirian dan dana operasional dari pihak asing akan dikenakan
teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali.

(2) Lembaga Penyiaran Komunitas yang tidak memenuhi teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai pembekuan
kegiatan siaran untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan sampai dengan
tidak dilakukannya penerimaan bantuan dana awal pendirian dan
operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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